
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

. PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2006 

TENTANG .. ·. 

BANIUAN KEUANGAN l<EPADA PARTAI POUTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA 

WALIKOTA MOJOI<ERTO 

Menimbang 

Mengingat 

. . 

. . 

bahwa keberadaan partai politik di Kota 
Mojokerto sangat diperlukan sebagai wahana 
pendidikan politik dan partisipasi politik rak.yat 
demi . penyelenggaraan Negara berdasarkan 
kedaulatan rak.yat; 
bahwa partai politik diKota Mojokerto perlu . 
didorong dan diberdayakan agar ma.kin mampu 
melaksanakan . fungsi-fungsinya secara efektif 
dan mandiri; 

c. bahwa partai politik merupakan · salah satu 
wujud partisipasi masyarakat yang penting 
dalam mengembangkan kehidupan demokrasi 
yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, 
kebersamaan dan kejujuran; 

d. bahwa sehubungan . dengan maksud huruf a, b 
dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik, maka dipandang perlu mengatur 
bantuan �euangan kepada - partai politik yang 
ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. 

1. Undang-Uridang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ 
Jawa Barat; 

a . 

· .. b. 



2 

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4251); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ten.tang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 37,Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4277) ; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahu.n 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4493); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 
ten.tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3242) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, 
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik ; 

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 
Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga 
Teknis Daerah. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAI<ILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

W ALIKOf A MOJOI<ERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan . . PERATURAN DAERAH KOfA MOJOI<ER10 TENTANG 
BANTUAN I<EUANGAN KEP ADA PARTAI POUTIK 

BAB I 

KETEN1UAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1.. Kota, adalah Kota Mojokerto ; 
2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojo- 

kerto; 
3.. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto; 

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum 
Daerah Kota Mojokerto; 

6.. Bantuan keuangan, adalah bantuan berbentuk 
uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada 
Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD 
Kota Mojokerto; 

7.. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 
selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto .. 

BAB II 

PEMBERIAN BANTUAN I<EUANGAN 

Pasal 2 
(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran 

administrasi dan / atau sekretariat partai politik, 
Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan 
keuangan kepada partai politik; 
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(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD basil Pemilihan Umum Tahun 2004; 

(3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagai- 
mana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun 
anggaran, 

BAB III 
Pasal 3 

BANTUAN KEUANGAN 

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara 
proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di 
DPRD basil Pemilihan Umum Tahun 2004; 

(2) Besamya bantuan keuangan kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 
kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh 
juta rupiah) per tahun ; 

(3) Besamya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan 
perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan 
Pemerintah kepada partai politik tingkat propinsi 
disesuaikan dengan APBD. 

BAB IV 

PENGAJUAN BANTUAN 
Pasal 4 

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara 
tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Cabang Partai 
Politik Tingkat Kota atau sebutan lainnya yang sah 
kepada W alikota; 
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(2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) · ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris 
atau sebutan Iainnya yang sah; 

(3) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
(1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan 
dariKPUD. 

BAB V 

PENYERAHAN BANTU AN KEUANGAN 

Pasal 5 

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik 
dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah 
Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita 
Acara Serah Terima. 

BAB VI 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
Pasal 6 

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai 
politik disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk, setelah diaudit sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku, dengan tembusan disampaikan 
kepada KPUD. 

BAB VII 

KETENIUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih 
lanjut oleh W alikota. 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini · mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojo- 
kerto. 

Disahkan di Mojokerto 
pada tanggal 2 Juni 2006 

'WA KOTA MOJIOK RTO 

ttd 

AIBDUL GANI .SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 30 Juni 2006 

SEKRETA .-�S DAERAH KOTA MOJIOKERTO 

ttd 

ri .. .SUY TNO .. MS .. 
p, :mbinia Uta ma Mudla 

NIP. OHO 07'0 846 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKER� TAHON 2006 NOMOR 1/E 

Saili'nan sesuel dengan asll nya 
KEPALA BA.GIAN HUKUM. 

ttd 

PUDJIHARDJONO�SH 
NIP'. 1960072 8

1 198 5 03 1 007 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURANDAERAH KOTA MOJOKER10 
NOMOR 2 TAHUN 2006 

TENTANG 

BAN1UAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POUTIK 

1 PEN)ELASAN UMUM 

Negara menjamin setiap warga mempunyai kesempatan yang 
sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan 
warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem 
yang ad.a di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem 
perwakilan dan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat 
Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat 
dan Partai Politik merupakan asset negara, maka da)am rangka 
mendukung terwujudnya kehidupan bermasyarakat di Indonesia, 
penterintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, 

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan 
untuk membantu kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat partai 
Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan rakyat guna 
memperjuangkan ·tujuan partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara guna memperkokoh Integritas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

IL PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Cukupjelas 


